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Kinerja Legislasi 2022 Naik, DPR Minta Publik Terus Awasi

JELANG penutupan 2022, De-
wan Perwakilan Rakyat (DPR)
RI telah merampungkan se-
jumlah rancangan undang-
undang yang disahkan men-
jadi undang-undang dalam
rapat paripurna. Sekretaris
Jenderal DPR Indra Iskandar
mengatakan produk legislasi
itu herasal dari komisi, pani-
tia khusus (pansus), Badan
Legislasi (Baleg), dan Badan
Anggaran (Banggar).

Indra memaparkan DPR
menyelesaikan lebih dulu
Rancangan Undang-Undang
(RUU) tentang Ibu Kota Ne-
gara (IKN) oleh pansus pada
18 Januari. Kinerja legis-
lasi terus dipacu hingga yang
teranyar disahkan, yakni
Kitab Undang-Undang Hu-
kum Pidana (KUHP).

Berdasarkan data Sekre-
tariat DPR, RUU vang di-
sahkan menjadi UU adalah
13 UU tahun 2020, 13 UU
2021 dan 32 UU tahun 2022.
“Jumlah itu sangat signifikan
karena memang DPR meng-
utamakan kualitas, bukan
kuantitas yang tentu saja
pembahasannya harus cer-

mat dan terperinci,” imbuh
Indra, kemarin.

Ia mengatakan sehagai
wakil rakyat, DPR tidak bisa
dilepaskan dari tugas dan
wewenang yang meliputi
fungsi legislasi, anggaran,
dan pengawasan. “Publik
bisa mengawal atau meng-
awasi fungsi-fungsi ini. Fung-
si legislasi yang biasanya
banyak dikawal oleh publik
mulai usulan, pembahasan-
nya, hingga pengesahannya,”
terang Indra.

Indra juga menyampaikan
sepanjang 2022 Sekretariat
Jenderal DPR telah menerima
16 penghargaan, di antara-
nya mendapat sertifikat in-
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deks keamanan informasi
dan sertifikat pencapaian
tingkat maturitas keamanan
siber dari Badan Siber dan
Sandi Negara (BSSN).
Kemudian penghargaan
sebagai anggota jaringan
dokumentasi dan informasi
hukum (JDIH) terbaik II di
tingkat lembaga negara dari
Kementerian Hukum dan
HAM. Ada pula anugerah
meritokrasi dengan predikat
sangat memuaskan dari Ke-
menterian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Re-
formasi Birokrasi, penghar-
gaan kontribusi pemenuhan
kewajiban pajak 2021, dan
akreditasi A dari Perpusta-

kaan Nasional.

Ketua DPR RI Puan Maha-
rani mengungkapkan dalam
pembentukan undang-un-
dang, DPR bersama pemerin-
tah terus berupaya bekerja
dengan cermat dan memper-
timbangkan berbagai pen-
dapat serta membuka ruang
partisipasi rakyat untuk me-
nyampaikan aspirasi.

Di tahun ini, DPR RI juga
sukses menggelar pertemuan
Inter-Parliamentary Union
(IPU) ke-144 di Nusa Dua,
Bali, pada Maret. Sebanyak
115 Parlemen luar negeri
hadir dan berkomitmen da-
lam Deklarasi Nusa Dua.
Keberhasilan Indonesia me-
nyelenggarakan [PU ke-144
berkali-kali disampaikan
oleh Presiden IPU Duarte
Pacheco.

Kemudian, pada Oktober
2022, berlanjut dengan suk-
sesnya gelaran pertemuan
P-20. Forum tersebut dihadiri
parliament speakers atau
pimpinan parlemen dari
negara G-20, yang diseleng-
garakan di Gedung DPR RI,
Jakarta. (Sru/P-25)
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Kin?ria F.UHQSi Sejumlah RUU yang Diselesaikan pada 2022
Leg|8|a3| DPR » 18 Januari: UU tentang Ibu Kota Negara

» 15 Februarl: U tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005
tentang Sistem Keolahragaan Nasional
» 15 Februarl: UU Lentang Provingl Suawesi Selatan
T » 15 Februarl: UU tentang Provinsi Suawesi Utara -
Pmleg nas Prioritas: 40 RUU 15 Februarl: UU tentang Provinsi Sulawesi Tengah \
* 26 RUU diusulkan DPR. »15 Februark: UU tentang Provinsi Suawesi Tenggara \
+12 RUU diusukan vemeriiah » 15 Februari: UU tentang Provinsi Kaimantan Baral  /
E iy e Bl ¥ {5 Fabruati: UU tentang Provinsi Kalmantan Timur |
* 2 RUU diusulkan DPD. #12April: UU Tindak PidanaKekerasan Seksual ~ —
- # 24 Mei: UU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12
Tah ap Penyusunan di DPR Tahun 201 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan

i e T

(Tahun Sidang 2021-2022)

‘kelengkapan DPR: 9 RUU »30 Juni: UU tentang Provirsi SumaraBarat \-’/
" Proses harmonisasi di badan legislasi: 9 RUU 'gjuﬂ: HH :ﬂ,ﬂtﬂfﬂ, :P\"iﬂﬁf mlﬁﬂ ]r‘EFEQE'ﬂ Em;
: : #30 Juni: UU tentang Provinsi Nusa Tenggara Bar
» Akan memasuki Tahap Pembicaraan %30 Juni: UU lenzg Bl Pamégeﬁgaan
Tingkat I: 6 RUU #30 Juni: UL tentang Provinsi Papua Tengah
« Jumlah: 24 RUU 230 Juni: UU tentang Provinsi Papua Pegunungan Tengah
=7 Juli: UU tentang Prakik Psikologi (UU tentang Pencidikan dan Layangan Pskologi)
Tahap Pembicaraan Tingkat | *7 Juli: UUtentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pemasyarakatan
*9RUU »30 Agustus: UU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regiona
230 Aqustus: UU tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensil antara
Jumlah RUU yang Dibahas Pemerintah Republik Indonesia dan Pemenintah Republik Korea
i i Y »§ September: Ul tentang Pertanggungjawaban alas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021
dan Disetujui Menjadi UU 4 Segeir U)ot Pl s P .
(2020-2022) »29 September: UU tentang APBN Tahun Anggaran 2023
| 2020 | 2021 | 202 » {7 November: UUtertang Pembenlukan Provins Papua Bard Daya
#6 Dasember: LU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
* DPR 12 15 12 obessmber Ulieniong Pergesshan Pefanjin avara Pomeriiah Fepubi iones

*Pemerinah | 1|8 |6  dan Pemerinteh Republik Sigapuratentang kefa SamaPertahanan

«DPD Iz = |4 » 6 Desember: UU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia
Pemeri lik Fiji K Bi P

Jumlah |13 | 13 ‘ 2 dan fintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Perahanan
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